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BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  70  TAHUN  2020 

TENTANG  

PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN 
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  

BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan 
Basry Kandangan merupakan instansi Pemerintah Daerah 

di bidang pelayanan kesehatan yang menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan 
pedoman penyusunan, pengajuan,  penetapan, perubahan 

Rencana Bisnis dan Angaran (RBA) Badan Layanan  Umum 
Daerah (BLUD) dengan Peraturan Bupati;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, 

Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Angaran   
Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry 
Kandangan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang  
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat 

Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);    

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 310); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 
14 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah 
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Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);  
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN   BUPATI   TENTANG    PEDOMAN  PENYUSUNAN, 

PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN RENCANA 
BISNIS DAN  ANGGARAN  RUMAH  SAKIT UMUM  DAERAH  
BRIGJEND H. HASAN BASRY KANDANGAN. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 
Selatan. 

4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD  adalah 

Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan. 

5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan 
Basry Kandangan. 

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan daerah pada umumnya. 

7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan 
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada 
masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 

9. Pejabat Pengelola BLUD RSUD adalah Pimpinan yang bertanggungjawab 
terhadap kinerja operasional BLUD RSUD yang terdiri atas Direktur, pejabat 

keuangan, dan pejabat teknis pada BLUD RSUD. 

10. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD 
RSUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran 

bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali. 

11. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi 
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 
akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD RSUD. 

12. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar 
untuk memperoleh barang dan jasa untuk keperluan operasional BLUD 
RSUD. 
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13. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang 
dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan 
kepada masyarakat. 

14. Rekening Kas BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD 
RSUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD RSUD pada bank umum untuk 
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran 
BLUD RSUD. 

15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah 
dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD, yang disusun dan 

disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 

16. Rencana Bisnis Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif 
adalah dokumen RBA yang telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 

17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen 
perencanaan BLUD RSUD untuk periode 5 (lima) tahunan. 

18. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

19. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA- BLUD 
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana 
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD RSUD. 

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris 

daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 

perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 
 

BAB II 

RENCANA STRATEGIS 
Pasal 2 

(1) BLUD  RSUD menyusun Renstra dengan berpedoman pada Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Renstra  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana strategis 

lima tahunan yang meliputi: 

a. pernyataan visi dan misi; 

b. program strategis; 

c. pengukuran pencapaian kinerja; dan 

d. rencana pencapaian dan proyeksi keuangan lima tahunan. 

(3) Rencana strategis lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan gambaran program, pembiayaan, penanggung jawab program 

dan prosedur pelaksanaan program. 
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(4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat suatu gambaran 

tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin 
diwujudkan. 

(5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat sesuatu yang 
harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan. 

(6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat 
program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin 
dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun 

dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala. 

(7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
c, memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian 
hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi tercapainya kinerja. 

(8) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf d, memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 

(9) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

d, memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) 
tahun. 
 

Pasal 3 

Renstra  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  2 ayat (1),  dipergunakan  sebagai 
dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja. 
 

 
BAB III 

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 
 

Bagian Kesatu 

Penyusunan 
 

Pasal 4 

BLUD RSUD menyusun RBA tahunan yang berpedoman pada Renstra. 
 

Pasal 5 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun berdasarkan: 

a. anggaran berbasis kinerja; 

b. standar satuan harga; dan 

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan 
akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, 
hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha/sumber 

pendapatan BLUD lainnya. 

(2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output 
dengan penggunaan sumber daya secara efisien. 

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah. 

(4) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja 
operasi dan belanja modal. 



- 6 - 

 

 

Pasal 6 

Dalam hal BLUD RSUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), BLUD RSUD menggunakan standar satuan 

harga yang ditetapkan Bupati. 

Pasal 7 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat: 

a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

c. perkiraan harga; 

d. besaran persentase ambang batas; dan 

e. perkiraan maju atau forward estimate. 

(2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel 
dengan suatu presentase ambang batas tertentu. 

(3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku 
untuk belanja yang bersumber dari pendapatan jasa layanan, hibah, hasil 

kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah. 

(4) Persentase ambang batas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
ditentukan berdasarkan nilai rata-rata realisasi pendapatan 2 (dua) tahun 

anggaran sebelumnya dan semester I tahun berjalan. 

(5) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Standar Pelayanan 

Minimal.  

Pasal 8 

(1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan 
pembiayaan. 

(2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran 

untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang 
tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

(3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, 
merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah 
memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan 

seperti tercermin dari tarif layanan. 

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber 
dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan 

mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSUD. 

(5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, 
merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya 

dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program 
dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran 
tahun berikutnya. 
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Bagian Kedua 

Pengajuan 

Pasal 9 

(1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diintegrasikan/ 
dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA-SKPD. 

(2) RKA-SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Direktur BLUD RSUD kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

Bagian Ketiga 

Penetapan 
 

Pasal 10 

(1) PPKD menyampaikan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 beserta 
RBA kepada TAPD untuk dilakukan pembahasan.. 

(2) TAPD sesuai dengan kewenangannya melakukan pembahasan terhadap RBA 
dan RKA sebagai bagian dari mekanisme pengajuan dan penetapan APBD. 

(3) Pembahasan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama mencakup 
standar biaya dan anggaran BLUD, kinerja keuangan serta besaran 
persentase ambang batas. 

(4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditentukan dengan fluktuasi kegiatan operasional BLUD. 

(5) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain 
digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD 

RSUD. 

(6) RKA beserta RBA yang telah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) diserahkan kembali kepada PPKD untuk dicantumkan dalam 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah tentang APBD. 
(7) Direktur BLUD RSUD mengacu pada Pagu APBD yang telah ditetapkan 

melakukan penyesuaian terhadap RBA  untuk ditetapkan menjadi RBA 

definitif dan disampaikan kepada PPKD. 
                                                      

Bagian Keempat 
Perubahan 
Pasal 11 

 
(1) Perubahan terhadap RBA definitif dapat dilakukan apabila : 

a. Terdapat pengurangan atau penambahan pagu anggaran dalam APBD; 

b. Belanja BLUD melampaui ambang batas fleksibilitas; dan  

c. Adanya perkembangan kondisi tertentu yang tidak sesuai dengan 

asumsi awal saat penyusunan RBA sehingga diperlukan langkah 
strategis yang memerlukan pembiayaan untuk menanggulanginya. 

(2) Tata cara penyusunan, pengajuan dan penetapan RBA dalam Pasal 4 sampai 

dengan Pasan 10 berlaku secara mutatis mutandis dalam proses perubahan 
RBA. 

 
Pasal 12 

BLUD RSUD dapat melakukan pergeseran rincian belanja dalam RBA sepanjang 

tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya  
disampaikan kepada PPKD. 
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BAB IV 
TAHAPAN DAN JADWAL 

 
Pasal  13 

Tahapan  dan  jadwal  proses  penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan 

RBA  mengikuti  tahapan  dan  jadwal  proses penyusunan dan penetapan APBD. 

 

BAB V 
PENUTUP 

 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan.  

 

Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 12 November 2020 

           BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 

      ttd 

     ACHMAD FIKRY 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal 12 November 2020 

             SEKRETASIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  

 
          ttd  
    

              MUHAMMAD NOOR 
 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 70 
 


